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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor 24 /PDT/ 2020/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi  Padang yang memeriksa dan mengadili  perkara- perkara

perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai  berikut dalam

perkara  antara :

HELMI GELAR DT. PILIANG, beralamat di Korong Palak Pisang, Nagari Sikabu

Lubuk Alung,  Kecamatan Lubuk Alung,  Kabupaten Padang Pariaman,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., LLM., Irwan

Ilyas,  S.H.,  dan Adi  Amiruddin,  S.H.,  Advokat/Pengacara  pada Kantor

Advokat & Pengacara Chaidir Gani Associates, beralamat di Jalan Andam

Dewi No. 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota

Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, disebut

sebagai Pembanding, semula Penggugat;

lawan:

1. NURANA (pr),  beralamat  di  Korong  Kampung  Tangah,  Nagari  Sikabu,

Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding 1

semula Tergugat 1; 

2. HASAN BASRI (lk), beralamat di Korong Kampung Tangah, Nagari Sikabu,

Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding 2

semula Tergugat 2; 

3. YURNADEWITA (pr), beralamat di Korong Kampung Tangah, Nagari Sikabu,

Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding 3

semula Tergugat 3; 

4. AFRIZAL T. PANGGILAN DAVID (lk), beralamat di Korong Kampung Tangah,

Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai

Terbanding 4 semula Tergugat 4;

Pengadilan Tinggi  Tersebut;

 Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip  keadaan – keadaan mengenai  duduk perkara

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor
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34/Pdt.G/2019/PN  Pmn,  tanggal  5  Desember  2019,  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan  eksepsi  para  Tergugat  Konvensi/para  Penggugat  Rekonvensi

untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  tidak  dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu

rupiah);

           Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman  Nomor

34/Pdt.G/2019/PN Pmntanggal 5 Desember 2019, Irwan Ilyas S.H., Kuasa Hukum

Pembanding  semula  Penggugat,   pada  tanggal  17  Desember  2019   telah

mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta  Banding

Nomor  40//2019/PN Pmn, Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pmn yang

dibuat dihadapan H. Mustafa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

          Menimbang, bahwa  permohonan  banding   tersebut  telah diberitahukan

kepada  Kuasa  Hukum  Para  Terbanding  semula  para  Tergugat  dengan  relas

Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal  18 Desember 2019 oleh  Syafardi,

Jurusita pada Pengadilan Negeri  Pariaman;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula  Pengugat  dalam

mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal

17 Januari   2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Pariaman 20

Januari  2020;
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Menimbang,  bahwa  salinan  Memori  Banding  tersebut  telah  diserahkan

kepada  Kuasa  Hukum  para  Terbanding  semula  para  Tergugat  dengan  relas

Pemberitahuan  Penyerahan Memori Banding   tanggal  21 Januari2020  oleh

Syafardi Jurusita pada Pengadilan Negeri  Pariaman;

           Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa para Terbanding

semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding dan kontra memori

banding tersebut  telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat oleh Plh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pariaman melalui

Pengadilan Negeri Padang dengan suratnya tertanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan  memeriksa berkas

Perkara Perdata Nomor  34/Pdt.G/2019/PN Pmn   tanggal 3 Januari  2020 yang

dibuat oleh Darmulyani, Jurusita pada Pengadilan Negeri  Pariaman  telah memberi

kesempatan   untuk  memeriksa  berkas   perkara   (inzage)  di  Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pariaman kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan

berdasarkan Risalah pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) Perkara Perdata

Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat Syafardi,

kepada  Kuasa  para Terbanding semula para  Tergugat  Jurusita pada Pengadilan

Negeri  Pariaman;

                         TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

          Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-

syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  maka  oleh  karena  itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

            Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Kuasa

Pembanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil

gugatannya, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur

Nomor  26/200  tanggal  7  Maret  2000  atas  nama  Pembanding  adalah

kepunyaan/hak  milik  Pembanding  dan  oleh  karena  itu  Pembanding-

pembanding  semula  Penggugat  memohonkan  kehadapan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Tinggi Padang  sudi  apalah  kiranya  membatalkan  putusan
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Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman tanggal 5 Desember 2019, Nomor

34/Pdt.G/2019/PN Pmn, dan dengan putusan baru; 

a. Menerima gugatan Pembanding semula Penggugat dan

b. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar

seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa Kuasa  para  terbanding  semula  Tergugat  telah

mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam surat kontra

memori banding tertanggal 12 Pebruari 2020, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa para Tergugat semula para Terbanding, menolak seluruh dalil-dalil

Pembanding semula Penggugat dalam memori banding Penggugat semula

Pembanding yang diajukan pada tanggal 17 Januari 2020;

2. Bahwa sangat keliru Penggugat semula Pembanding menyatakan bahwa

pertimbangan Pengadilan Negeri Pariaman pada halaman 16 (enam belas)

sampai dengan halaman 22 (dua puluh dua) telah salah menerapkan

hukum,  karena  pertimbangan  hukum  judex  facti  telah  tepat  memberi

putusan;

Oleh karenanya para Tergugat semula para Tebanding mohon agar Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;

2. Menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Pariaman  Nomor

34/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 5 Desember 2019;

3. Membebankan  biaya  perkara  yang  timbul  dalam  perkara  ini  kepada

Pembanding;

            Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

tersebut   beserta  surat-surat yang terlampir,  salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Pariaman Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 5 Desember 2019 dan

memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding tidak

sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi
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           Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui

pertimbangan  Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat menerima

eksepsi  para  Tergugat/para  Terbanding  pada  angka  1(satu),  oleh  karena

Pembanding semula Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang harus

ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, sedangkan terhadap eksepsi pada angka 2

(dua) dipertimbangkan sebagai berikut:

           Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada angka 2 (dua), para Terbanding

semula Tergugat mendalilkan, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak

jelas, dimana Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2

(dua) sama sekali tidak jelas dan tidak rinci menyebutkan poin tuntutannya, sehingga

terlihat tidak konsisten antara posita dengan petutum;

           Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi para Terbanding

semula para Tergugat tersebut, meskipun Pembanding semula Penggugat dalam

petitumnya tidak menyebutkan secara rinci mengenai identitas objek perkara, tapi

telah menyebutkan dengan jelas Nomor Sertifikat objek perkara yaitu Sertifikat Hak

Milik Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000,

dengan luas 10.460, a/n HELMI (Pembanding semula Penggugat), hal mana persis

sama  dengan  yang  didalilkan  dalam  posita  gugatan,  kecuali  dalam  petitum

Pembanding semula Penggugat tidak menyebutkan identitas/batas-batas dari objek

perkara, terhadap hal itu Majelis Hakim secara ex officio dapat melengkapi dan

menyesuaikan redaksi petitum pada angka 2 (dua) tersebut dengan identitas objek

perkara sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan dengan pertimbangan supaya

tidak  menimbulkan persoalan hukum dalam eksekusi dikemudian hari;

            Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi para

Terbanding semula para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

          Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Pembanding

semula Penggugat adalah, bahwa Pembanding semula Penggugat mempunyai

sebidang tanah yang telah bersertifikat yang sekarang dikenal dengan SHM Nomor

81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000 tanggal 7 Maret 2000, a/n Helmi, luas ±

10.460 yang terletak di Korong Kampung Tangah Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk

Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sepadan sbb:
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- Utara dahulu berbatas dengan Tanpiah (Pr) suku Koto, sekarang dengan

Radias anak Tanpiah, dahulu Nureka suku Mandahiliang sekarang dengan

Rita anak dari Nureka dan Dr.Asril Zahari;

- Selatan dahulu berbatas dengan tanah M. Sidin sekarang dengan Amirudin

kemenakan dari M. Sidin;

- Timur berbatas dengan tanah Damang Majid, sekarang dengan Rosmawati

dkk yaitu cicit dari Damang Majid;

- Barat berbatas dengan jalan dari Belantike Sikabu;

(objek perkara), dimana pada tahun 1980 Pembanding semula Penggugat memberi

izin kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tinggal dan membuat rumah di atas

objek perkara karena Tergugat 1 ikut mengurus Nenek Penggugat (Biah) lagi pula

Pembanding  semula  Penggugat  telah  menganggap  para  Terbanding  semula

Tergugat  sebagai  keluarga,  namun  karena  Pembanding  semula  Penggugat

bermaksud untuk menggarap/mengurus dan menguasai objek perkara, akan tetapi

telah dihalang-halangi oleh para Terbanding semula para Tergugat secara tidak sah

karenanya  para  Terbanding semula  para  Tergugat  telah  melakukan perbuatan

melawan hukum;

            Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Pembanding semula Penggugat

tersebut,  para  Terbanding  semula  para  Tergugat  dalam  jawabannya  telah

membantah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sebagaimana

telah diuraikan oleh para Terbanding semula para Tergugat didalam jawabannya

yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa  setengah/seperdua  dari  objek  perkara  adalah  milik  orang  tua

Tergugat 1 dan setengah/seperdua dari tanah objek perkara a quo adalah

milik Bia (anduang Rabiah) yang tidak lain adalah nenek dari Penggugat I

sedangkan Tergugat III merupakan cicit dari  Biah (anduang Biah);

- Bahwa pada tahun 1977, Tergugat dalam Konvensi I mendirikan bangunan

rumah diatas ½ tanah kepunyaan Biah (anduang Biah) tersebut sebab telah

diberikan kepada Tergugat I, hal itu dilatar belakangi oleh Biah (anduang

Rabiah) menganggap Tergugat I seperti   (anduang Rabiah) semasa hidup

seperti  orang  tua  Tergugat  I  sendiri.  Hal  ini  diakui  secara  tegas  oleh

Penggugat  ;
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- Bahwa barulah pada tanggal 27 0ktober 1987 setelah 4 (empat) Tahun Biah

(anduang Rabiah) meninggal dunia Tergugat I membuat surat keterangan

atas dasar umanat (amanah) Biah (andung Rabiah) yang saat itu  disaksikan

oleh pemilik sah tanah sipadan yang berbatas langsung dengan tanah objek

perkara  a  quo  serta  perangkat  adat  saat  itu  yang  pada  pokoknya

menerangkan bahwa “tanah yang terletak di Dusun Kp. Tangah Desa Sikabu

dengan batas sipadan: sebelah Utara dengan parak Marayam, Sebelah

Selatan dengan parak  Samsaie,  Sebelah Barat  dengan jalan  Desadan

Sebelah Timur dengan parak Majoali dan ditengah-tengah itulah tanah (objek

perkara) milik Tergugat dalam Konvensi I yang diperoleh setengah/seperdua

dari peninggalan orang tua kandung Tergugat 1 dan setengah/seperduanya

lagi peninggalan umanat (amanah) dari Biah (Bariah);

            Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat

telah  dibantah,  maka  Pembanding  semula  Penggugat  harus  dibebani  untuk

membuktikan kebenaran dari dalil pokok gugatannya tersebut;

             Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut,

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti

P.1, P.2, P.3 P.3/1, P.3/2, P.3/3, P.3/4, P.3/5, P.3/6, P.3/7, P.3/8, P4/A, P.4/B dan bukti

P.4/C serta bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Saksi Ferawati, Saksi

Erman, Saksi Mukhtar sedangkan para Terbanding semula para Tergugat untuk

membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang

terdiri dari bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5.A dan bukti T.5.B, T.5.C, T.5.D, T.5.E T.5.F, T.5.G

dan bukti T.6 serta bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Jahan,

Saksi Jannadi, Saksi Netri Yasmi, Saksi Syamsibar;

             Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yaitu foto coppy dari Sertifikat Hak Milik

Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas

nama Helmi (Pembanding semula Penggugat);

             Menimbang, bahwa bukti P.1 ini telah dibantah oleh para Terbanding semula

para Tergugat dan karena bukti P.1 adalah merupakan bukti otentik, maka para

Terbanding  semula  para  Tergugat  harus  dapat  membuktikan  bahwa  bukti  P.1

tersebut tidak benar atau mengandung cacat hukum;
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             Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati bukti-

bukti yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, terutama bukti T.1

yaitu foto copy dari Surat Keterangan dari MARAYAM, SAMSAIE dan MAJOALI,

tanggal 27 Oktober 1987 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa NURAMA

mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Kp. Tangah Desa Sikabu dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan parak Marayam (suku Koto);

- Sebelah selatan dengan parak Samsaie (suku Jambak);

- Sebelah barat dengan Jalan Desa;

- Sebelah timur dengan parak Majoali (suku Koto);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati bukti

T.1 tersebut, ternyata bukti T.1 tersebut merupakan keterangan atau pernyataan dari

MARAYAM, SAMSAIE dan MAJOALI, dimana keterangan dan pernyataan tersebut

tidak dikuatkan dengan sumpah dipersidangan, sehingga keterangan yang demikian

tidak mengikat dalam perkara ini, disamping itu bukti T.1 diterbitkan/dikeluarkan pada

tanggal 27 Oktober 1987 yaitu 4 (empat) tahun setelah Anduang BIAH (pemilik

tanah) meninggal, dengan demikian substansi/isi dari bukti T.1 tidak ada kaitannya

dengan bantahan para Terbanding semula para Terguga terhadap bukti P.1 tersebut

diatas,  demikian  juga halnya dengan bukti-bukti  para  Terbanding semula  para

Tergugat yang lainnya, meskipun saksi-saksi para Terbanding semula para Tergugat

ada yang menerangkan tidak pernah melihat petugas Badan Pertanahan melakukan

pengukuran terhadap objek perkara, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal itu

belumlah cukup untuk membuktikan bahwa prosedur keluarnya Sertifikat Hak Milik

Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas

nama Helmi (Penggugat/Pembanding) mengandung cacad hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat

Banding berpendapat, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dengan bukti-

buktinya ternyata tidak berhasil  membuktikan dalil  bantahan terhadap bukti  P.1

Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh karenanya bukti P.1 mempunyai daya

atau kekuatan bukti yang kuat dan mengikat dalam perkara ini; 

              Menimbang, bahwa bukti P.3/6 yaitu Surat Hibah Wasiat, tanggal 10 – 12 –

1965,  dari  BIAH,  pr  kepada  Hilmi,  suku  piliang,  dan  bukti  P.3/4,  yaitu  Surat
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Keterangan Meninggal Dunia atas nama BIAH, tanggal 25 Agustur 1999, dimana jika

bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.3/4 dan P.3/6 ternyata saling bersesuaian dan

saling mendukung satu sama lain, dimana dari bukti-bukti tersebut ternyata objek

perkara berasal dari  Biah, kemudian oleh Biah dihibahkan/melalui hibah wasiat

kepada cucunya (Helmi), hibah mana berlaku efektif setelah Biah meninggal dunia

pada tanggal 1 Maret 1985, sehingga dengan demikian dengan bukti P.1, P.3/4 dan

bukti P.3/6 tersebut menurut hukum, Pembanding semula Penggugat telah berhasil

membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

           Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan telah terbukti, maka petitum

gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 (dua) yang meminta agar

menyatakan sah bahwa SHM Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000

tanggal  7  Maret  2000,  luas  10.460  a/n  Penggugat  adalah  kepunyaan/milik

Penggugat  haruslah  dikabulkan,  dengan  melengkapi/menyesuaikan  redaksinya

dengan identitas objek perkara pada posita gugatan sebagai mana disebutkan nanti

diamar putusan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua) dikabulkan, maka

tuntutan Pembanding semula Penggugat pada   3 (tiga) dan 4 (empat)  yang

meminta  agar  menyatakan  tindakan  dan  perbuatan  Tergugat  1  s/d  4  yang

menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap, mengurus dan menguasai tanah

objek perkara,  dan perbuatan Tergugat 1 s/d 4 menguasai objek perkara adalah

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad),  karena beralasan

menurut hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena objek perkara adalah sah milik Pembanding

semula Penggugat, maka tuntutan pada petitum angka 5 (lima) yang meminta agar

menghukum Tergugat-tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan

mengangkat segala hak miliknya dan   orang lain yang mendapat hak dari padanya

dan  setelah  kosong  menyerahkannya  kepada  Penggugat,  jika  engkar  dengan

bantuan kepolisian, ABRI dan atau pihak keamanan lainnya, beralasan menurut

hukum, oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menganai tuntutan pada petitum angka 6 (enam) yang

meminta  agar  menyatakan  Sita  Jaminan  yang  telah  dilakukan  oleh  Panitera

Pengadilan Negeri Pariaman atas objek perkara adalah kuat dan berharga  karena
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Pengadilan belum pernah diletakkan sita jaminan atas objep perkara, maka tuntutan

tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang,  bahwa  begitu  juga  hal  nya  tuntutan  Pembanding  semula

Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agar Tergugat-tergugat

dihukum untuk membayar  uang paksa sebesar  Rp.1.000.000 (satujuta  rupiah)

perhari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman sampai Tergugat-

tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, dan pada petitum

angka 8 (delapan) yang meminta agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan segera walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet atau

kasasi  dan setelah mencermati bukti-bukti dalam perkara ini, Pengadilan tingkat

banding berpendapat tidak cukup bukti atau alasan untuk mengabulkannya, oleh

karenanya tuntutan-tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang,  bahwa  karena  ada  diantara  petitum gugatan  Pembanding

semula Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka gugatan Pembanding semula

Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang,  bahwa  para  Terbanding  semula  Penggugat  Dalam

Rekonvensi/para  Tergugat  Konvensi  dalam  gugatannya  pada  pokoknya

mendalilkan, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dalam rekovensi/Tergugat

dalam konvensi ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang ½ dari keseluruhan satu

bidang tanah tersebut merupakan peningalan dari orang tua Penggugat I dalam

Rekovensi dan ½ lagi merupakan pemberian dari Biah atau anduang Rabiah (nenek

Penggugat  I  dalam Rekovensi)  sebagaimana termuat  dalam surat  keterangan

Umanat (amanah) tertanggal Sikabu, 27 Oktober 1987 yang terletak di Korong

Kampung Tanggah dahulu dusun Korong Kampung tanggah, Nagari Sikabu dahulu

Desa Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas

sipadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parak Marayam;

- Sebelah Selatan dengan Parak Samsaie;

- Sebelah barat dengan jalan Desa;

- Sebelah Timur dengan Parak Majoali;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan para Terbanding
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semula para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, ternyata objeknya

adalah bagian dari objek perkara dalam konvensi, sedangkan dari pertimbangan

diatas telah terbukti, bahwa objek perkara adalah sah milik Pembanding semula

Penggugat,  oleh  karenanya gugatan para Terbanding semula para Penggugat

Dalam Rekonvensi/para Tergugat Dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat Dalam

Konvensi/  para Penggugat  Dalam Konvensi  berada dipihak yang kalah,  maka

semua  biaya  perkara  dalam  kedua  tingkat  Pengadilan  tersebut  dibebankan

kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat

sebagaimana diuraikan didalam memori  bandingnya, atas dasar pertimbangan-

pertimbangan diatas, karena beralasan, maka dapat dibenarkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal  5

Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi

dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan

amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

 DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat Dalam

Konvensi/para Penggugat Dalam Konvensi berada dipihak yang kalah, maka semua

biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat  dan memperhatikan Undang-undang Nomor  48 tahun 2009

Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang-undang  Nomor 49  tahun  2009

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986  tentang Peradilan

Umum dan  RBg, serta  ketentuan  hukum  lainnya  yang  berhubungan  dengan

perkara ini; 

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri  Pariaman Nomor 34/Pdt.G/2019/PN

Pmn, tanggal 5 Desember  2019, yang dimohonkan banding tersebut;
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MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI 

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat diterima

seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 81/Desa Sikabu, Surat

Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000, a/n HELMI (Penggugat), luas ±

10.460 yang terletak di Korong Kampung Tangah Nagari Sikabu, Kecamatan

Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sepadan:

- Utara dahulu berbatas dengan Tanpiah (Pr) Suku Koto, sekarang dengan

Radia sanak Tanpiah, dahulu Nureka suku Mandahiliang sekarang dengan

Rita anak dari Nureka dan Dr.Asril Zahari;

- Selatan dahulu berbatas dengan tanah M.Sidin sekarang dengan

Amirudin kemenakan dari M. Sidin;

- Timur berbatas dengan tanah Damang Majid, sekarang dengan Rosmawati

Dkk yaitu cicit dari Damang Majid;

- Barat berbatas dengan jalan dari Belanti ke Sikabu;

         (objek perkara) adalah kepunyaan/milik Pembanding semula Penggugat;

3. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Terbanding semula para Tergugat

yang menghalang-halangi Pembanding semula Penggugat  untuk menggarap,

mengurus  dan menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan

melawan hukum;

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Terbanding semula para Tergugat

menguasai  tanah  objek  perkara  yang  adalah  milik  Pembanding  semula

Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk mengosongkan tanah

objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain

yang mendapat hak dari padanya  , jika engkar dengan bantuan Kepolisian,

ABRI dan atau pihak keamanan lainnya;

5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI 

- Menyatakan  gugatan  para  Terbanding  semula  para  Penggugat  Dalam

Rekonpensi/para Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM  KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat Dalam Konvensi/para

Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Tinggi Padang padahari Rabu tanggal 11 Maret  2020 oleh kami H. Ramli Darasah,

S.H., M.Hum, selaku Ketua Majelis, H. Yulman , S.H., M.H. dan Cepi Iskandar ,S.H.,

M.H. masing-masing  sebagai  Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari  Itu

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut  dengan  dihadiri  Hakim Anggota,  serta  dibantu  oleh  Hj.Mahtum

Saadiah,S.H., M.H.  Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa

dihadiri keduabelah pihak yang berperkara dan atau Kuasanya,-

Hakim Anggota,                                                        Ketua Majelis,

 

H. Yulman,  SH.,M.H..                                  Ramli Darasah, S.H.,M.Hum.

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Mahtum Saadiah,  S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:
1. Materai putusan Rp   6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya   Proses                                   Rp13  4  .000,00      

Jumlah Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


